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Menimbang

KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan
oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak
pada meningkatnya kebutuhan alat kesehatan dalam
keadaan tidak baru, khususnya berupa ventilator di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan
untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
impor alat kesehatan dalam keadaan tidak baru
khususnya berupa ventilator;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan
perubahan terhadap ketentuan mengenai impor barang
modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun

2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam
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Mengingat

1.

Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang
Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang

Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka
Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan
Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak
dan Gas Bumi;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  64/M-
DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan

Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1415);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017
tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018
tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan
Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1703) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang
Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN
TIDAK BARU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang
Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan
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Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245) diubah

sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 37A
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak
berlaku terhadap Impor Barang Modal Dalam
Keadaan Tidak Baru sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperoleh rekomendasi dari Ketua Pelaksana
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) atau pejabat yang
ditunjuk.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 30
Juni 2020.

2. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A yang
dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat
tanggal 30 Juni 2020 dikecualikan dari:
a. Persetujuan Impor; dan
b. Laporan Surveyor,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang

Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan
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Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1703) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun
2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal
Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245).

(2) Pengapalan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak
Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan Bill of Lading atau Air Waybill.

3. Ketentuan dalam = Lampiran Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun
2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam
Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1245) ditambahkan 1 (satu) angka
yakni angka VI sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN
IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT
DIIMPOR DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

NO.

POS TARIF/HS

URAIAN BARANG

KETERANGAN

90.19

Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit;
aparatus penguji kecerdasan psikologis;
aparatus terapi ozon, terapi oksigen,
terapi aerosol, nafas buatan atau
pernapasan terapeutik lainnya.

9019.20.00

- Aparatus terapi ozon, terapi oksigen,
terapi acrosol, nafas buatan atau aparatus
pernafasan terapeutik lainnya

¥

€x.9020.00.00

Peralatan nafas dan masker gas lainnya,
tidak termasuk masker pelindung yang
tidak mempunyai bagian mekanis maupun
filter yang dapat diganti

Yang digunakan
untuk keperiuan
medis

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

www.peraturan.go.id



